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PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR :;2 TAHUN 2018 

1ENTANG 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERAASTR Rl..EKTRONIK 

Menimbang 

Menginga.t 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

J:iU~All .PRJDIGSILW.U ~ 

a. ~wa d&J.am rangka pcnyelcnggaraan pemerintahnn 
yang hersih, transparan.. akuntabel. efektif, dan 
efisient perlu didukung dengan sistem perencanaan 
pembangunM·y~g-terpadtt dan ·~ 

b. bahwa sistem 1
, perencanaan pembangunan yang 

terpadu dan terintegrasi dapat di'wujudkan melalui 
penerapan aplikas.i e~Planning; 

-c. -tJaawa -beFda&lrkan -pertimbangan -a 
dim.a.keud de.lam. huruf a. dan huruf b 1 perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tent.ang Perencanaan 
Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; 

l _ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn.or 104, 
Tambahan ~mbaran Negara Nomor 4421); 

2~ Undang-Undang Nomor 14 'I"ahun 2008 tentang 
-Keter.bu.kaan lnfannftfti .Pu.bilk ,{,Lem..ooran -Negara 
RP.Jluhlik Jndonesia Tahun 2008 Nomor 61~ Tambahan 
i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Norn.or 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kahupaten Pringsewu di Provinsi 
Lamp.lml ____ fllegara Hep.ub,Jjk_Jnd.an.esia Talnm 

2008 Nomor 185, Tam.bah.an Lembatan. Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbar&n Negara Republik 
Indonesia IahlUl- .2014. .Nnmcr 2-44,- T.arollahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5587} 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
denge.n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
T.ahun 201.4 _tcntang. Pem.erintahan 04~ (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 1'ahun 2006 t.entang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lcmbruun Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun :J.008 tentang 
Tahapan, Ta~ Caia Pe11yusunan, Pengenda!ian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangun.An O::ierah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nt>mor 21, Tambaharr Lemba1mr Negm,r :«!pU-blik 
Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
~merinutlnm Oaerah (Lembaran Negara Re,publik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan 
Lemblllan Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Pe1·aturai1. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedomi:m Pengelolaan Keuangan Daerah 
.sebagairuan.-. tclah diubah .beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Huklun Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

10. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 86 ':a11un 
'2017 tentang 1'ata. Cara ·Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan ?eraturan Daerah tentang 
Rencar.a Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah, 
9E'rta 'iata -C:ara 'Pi>!ru·hatian ·Rencana ·Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka .Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemertntah Daerah (Lembaran '.iegan1. Rcpublik 
Indonesia Tahun 2017 No:mor 1312); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Ptmgelulaan 
Keuangan Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

12. Peraturan Da1:1ah Ka.uupH.len Pdngsewu Nomor 02 
Tahun 2012 tentang Ren<'ana Tata Ruang wnayah 
Kabupaten Pringsewu 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nornor 02); 



Menetapkan 

13. Peraturan Da.erah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 
Tahun 2012 tent.an~ Rencana Pem.bangunan Jangka 
.Raajaog Daerah .Kabupaten P.ring&e.wu '.r.ahun 2005~ 
2025 (l.embaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2012 Nomor 03); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Prin~wu Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
P.Pranglrat Daerah .Kabupa.ten Pringsewu .(L-mharan 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAol\N 
1-'J;;MBANGUNAN DAl!:R/\H BERBASIS ELEKTRONIK. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerint.ab ,D.lerah .adalah .13u.pati beaerta: .~t 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupatiadalah ~upati i'ringsewu. 

4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat 01"0 i:1.dahtl1 Organisasi l"erangkat Dacra:h di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 

5. Dadan Perencanaan PcmbangunDll Daerah, ya.ng 
SP.hmjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah 
yang melaksanakan tugas clan meng}coordinasikan 
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pernb~1gunai1 daerah di Kabupaten 
Pringsewu. 

6. Kcpala Dadan Perencanaan Pembongunon Daerah, 
yar.i« 11elanju.tnya, .disebl.lt. .Kepala Sapped& .ada)ah 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 

7. Forum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
Forum 01-'U adalah wadah bersama antar pelaku 
.peml>i,ogunan dacrab nntulc .menantu.kan. .prior.itas 
program dan kegiatar, pembangunan basil 
musrenbang kecamatan dan verifikasi OPD atau 
gab;.ingan OPD, serta menyusun dan 
menyempt.H'naka.n Renja PD yang difasilita:si oleh 
Ba,ppeda. 



8. Mus_yawarah perencanaan pembangu= yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 
.pemangku .kepentingan .dalam .rangka. m.eny.,.J.SW1 
rencana pembangunan Daerah. 

9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung 
atau tldak langsung mendapl:ltluut manfaat atau 
dampak <Lari perencanaan dan pelakssnaa.n 
l)t:mbangunan Baerah antma lain unsm DPRD 
Kabnpaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, 
LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha, 
pemerintah desa, dan Kelurahan serta kctcrwakilan 
p•m~mpuan sepia,rti PKT<, Organisasi Wanita} dan 
·kt:lt1ii1pob. masyarakat t'en1:an terma:rginalkan. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang 
mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Delanja Daerah. 

l I. Pengguna e-Planning adalah pe111eri.11lah 
deoo/kelurahan, kecamatan, OPD, Pemerintah Daerah, 
yang memanfaatkan fasilitas atau infonnasi yang 
disediakan oleh penyelengga:a e-Planning. 

12. Administrator e~Planning ada:lah orang atau sejumlah 
orang yang bertanggungjawab untuk mengelola 
system. 

13. Operator e-Planning adalah orang atau sejumtah orang 
yang bertugas unt1;,k menginput data usulan kcgiatan 
dalam e-Plann;ng. 

1 '1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten ?ringsewu yang selanjutnya disingkat 
RPJPD Kabupaten Pmgsew11 adalah dokumen 
pe.ce.ncaoaan daerah untuk .per.il:lde 20 (ciua .p.ulllh) 
lahun yang memuat visi, mi&i dan arah pcmbangunan 
da.erah dengan m!'!nwicu pada RPJP Nasional clan 
RPJP Provinsi Lampung. 

15. Rencana Pemban.imnan Jangka Menengah Daerah 
Kaha:pirten Pringsewu· yang selanjutnya disingkat 
RPJMD Kabupaten Prngsewu adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang 
merupakan penjahaTan viai, misi dan program Bupati 
Pringsewu periode 2017-2022, yang dalam 
tJeftYUSUffiUfflY8 ·betpedomau pada -RPJPD Kabu~rr 
Pringsewu dengan memperhatikan RPJM Nasional, 
RPJMD Provinsi Lampung. 

16. Ren.car.a Pembangunan Tahunan Daeroh yoitu 
Rencanii l<P.rjsi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adaJab dokurnen perenc:8.llaan Daemb 
untuk periode 1 (satu) tahun. 



17. Rencana. Strategis P@rangkat Daer;:ih yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
.dokl;men .perenraoasn P.erangkat Jlaerab nntuk 
periode 5 (:ima) tahun. 

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanj'..ltnya 
tli:sebut dengan Renja Perangkat Dacrah adaJah 
dokumen perencanaan Perangkat nl'lerah unt.uk 
·periode l (satu)tchan. 

19. Kebijakan Umum APBD, yang se}anjutnya disin~at 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya unluk periode l ($atu) tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
:selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 
.sebagai .ru:11an .dalaro pe11yusuoan .Pacana .ketja .dan 
anggaran Organisa11i Perar1gl=l Daerah. 

21. Pendapatan Uaerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui scbagai pena.ntboh nila.i kekaya.an bersih dalarn 
periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 
diakui seb~ai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

23. Pembiayaan adalah setiap penerimaml yang perlu 
.dibaya.r kembali -<km-/atau .pmgeruaran ya9g -~ 
diterimii. ke1ubali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaT.lln 
berikutnya. 

24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daera:h yang selanjutnya disingkat R'KA>S~ adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rem:arn,1 pendapatan, rci.1.cana belanja program. dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta rencan;;i pP.mhiAyAan 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

25. Anggaran Pendapata.'l. dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 
Peralun,u1 Daerah. 

:Je, J:leret:icat:UlWl Pem~ Daer.ah ~- suatu 
proses untuk menentukan kebijakan masa. depan, 
melalui urutan pilihan. yang melibatkan berbagai 
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 
pangalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 
:w.aktu .. ten.c:nt.u .. w I lae,ah. 

27. Perencanaan adalah proses untuk menentukan 
tindakan masa depnn yang tepat melalui urut.a.n 
pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang 
ada. 



28. Pembangunan Daerah adalah u:saha. ynng si&tematik 
untuk pernanf::u1t.an sumber daya yang dimiliki daerah 
.uutuk. peningkatan. .clan .J)("roeaitaao .pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
menlngkatkan akset1 di:u1 kmilitas pelayanan publik 
dan daya saing daerah sesuai dengan urusan 
pemerintahan yang menja.di kewenangannya. 

29. ·Sistem perenc:u1mnr pembangmnm dae-rah berb-'clSis 
elektronik, yang selanjutnya disebut e-Planning adalah 
penyelenggaraan perencanaan pernbangunan daerah 
oleh seluruh pemangku kepenl.ingu.n, yang didukung 
oleh infrast.ruktur teknologi informasi, yang teTniri 
dari: piianti keras, -pinlmi· lt11'!ak jarmgmt" komu:nikasi· 
data, dan fasilitas pendukung lainnya, yang dapat 
memba.'1.tu proses penyusunan perencanaan 
pembangunan dacrah sectll'o. aistematis dan dapat 
diakses secara online oleh pengguna e-Plannm~. 

3\l. ·'\:lisi ada:lah rumusan umum mengP.na; k1>.adean yang 
diinginkan pa.da akhir periode perencanaan 
pembangunan da.erah. 

31. Misi acalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yan_g akan <lilaksanakan untuk mew~iudkan visi. 

32. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
l.Jaerah dalam bentuk upaya yang berisi satu a.tau 
lebih kcgiatan dengan menggunakan sumber daya 
yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur 
.&e.&J.W .dengan tugas.dan fnngsi. 

33. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menglu18ilkan keluaran 
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu 
-progntm". 

34. Kint>rja adalah c~p~fan keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 

35.lndika.tor Kine!]& .adalah taada ~ ~r-ft.rngai aebapi 
alat ul<ur pencapaian kiTierja suatu kegiatan, program 
atau :,a.saran dan tujuan daJam bentuk keluaran 
(output), hasil (outcome), dampak (impact). 

35. KeJuaran (output) adalah suatu produk ~khir rerupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat 
terwujud. 

37. Ha.sil )outcome) adalah keadaan yang tngin dicapaj 
atau dipertahankan pada _pe1~eruna. manfaat dalam 
periode waktu tertentu yang mP.ncP.Mllinkan 
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam 
satu program. 



38 . .Llampak (impact) adaJah kondisi yang ingin diubah 
beru;,a hasil pembangunan/layanan yang dipero]eh 
.dari pencapaiaa . .haail.(ou.t.c:ame)-~ piogxam 

39. Data adalah kumpula.n informasi yang meliputi kata
kata, bagan, grafik rnaupun symbol yang 
menggambarkan suatu ide, o~yek, kondisi atau situasi 
tertentu. 

40. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut 
penambahan data, penghapusan data, pengt,dilan 
data, pengurutan wi.tn, pencarian terhadap data 
.t.er.teo.tu,. ~rhitunganc_perh!tnngsm yang dilakukan 
terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah 
a'.acurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan 
pemakai. 

41. Infonnasi adalah hasil dari pengotahan data menjadi 
bentak ylillg le-bih bcrgttna -bagi yang -mentlrimarrya 
yang menggamharkan suatu kejadian-kejadian nyata 
dan dapat cligunakan sebagai alat bantu pengambilan 
keputusan. 

42. Dokumen elektronik adalah iniormasi elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikiriml<an, diterlma atau 
disimpan dalam bcntuk analog, digital, dan/atau 
clid,,..ngar melalui computer atau sistem elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbat.as pada tulisan, suara. 
atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
huruf, angka, tanda, kode a.k::;e::J, symbol atau perforasi 
yong rnemiliki makna atau arti atau dapat dipl'lhami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 

43. Akses adalah kegi:;itan melakukan interaksi dengan e
Fla:nning y.a:og. benliri 'ilendiri .at.au. berada .dalaD.l
jaringan. 

44. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang bersifat 
umum dan khusus, dimana aplikasi yang berslfat 
u1nu1n adalah aplika:si yang dapat digunakan untuk 
-selmuh· pcn 1aagkr1 ·k:t.tkt tt:ingan ytl'l'Jg'. ·l"ei md1m · ·\lTttttk 
mengusulkan kegiatan Adapun aplikasi yang bersifat 
khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk 
.Pemerintah Daerah untuk menguisulkan kegiatan dan 
mengola.h data pada setiap tahapan prose!it 
w.r.eroraoaao y~ .sclaDjub:Jya. menjadi bagian .dar.i 
dokumen perencanaan pemoangunan t.ahunan daerah. 

45. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah usulan kegiatan 
yang berasal dari basil reses DPRD Kabupaten 
Pringsewu yang diusulkan dttn tliinput ke dalam 
aplika:si -c'Planning. 

46. Nama D0111ain adalah alamat internet aplikasi e
Planning yang berup:;i knde atau susunan karakter 
yang bersifat unik yang menunjukkan Jokasi tertentu 
dalam internet. 



BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Po.ool 2 

Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik 
(e-Planning) di Llngkungan Pemerintab .Ki:ibupaten 
Pringscwu dmtaksudkan untuk: 
a. mengatur pengelolaan aplikasi e-Planning untuk 

selurub pemangku kepentingan pembangunan di 
Ka.bupaten Pringsewu; dan 

b. mengelola penyampaian usulan kegiatan yang terdiri 
dad taha_pan pen_gusulan, _pcn_golahan do.to, verifikasi, 
hingga penetapan rencana kegiatan. 

Pasal 3 

Perencanaan Pembangµna.n Daerah Bcrbasis Elektronik 
("'".Plannin9) di Lingkung11n Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu bertujuan untuk: 
a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan 

daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku 
kc;prntingao iuelalui. e-Planr.ting; 

b. mewujudkan konsistensi ta.hapan peren('.anRan 
pembangu!l.81l daerah; 

c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, clan 
akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan 

.Cif. mend0rong ,ter.wujudn:YQ .1ata,.kelola pemem1,ta:haf'! yang 
baik dan ber$ih. 

BAB III 
PENGELOLAAN SISTEM 

BagianKesatu 
Penanggungjawab Aplikasi e-Planntng 

Pasal4 

Pena1~ggu~gjawab pe~gelolaan aplikasi e-Planni'!9., yaitu: 
a. Kcpala Bappedo. sebaga:i penanggungja.wab pengelolaan 

11plikasi e-Plattning; 
b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian 

pengelolaan aplikasi e-Planning; dan 
.c. -Kepala Sub ,St\gian t?er-eacaAaru'l aetaku a<m1mi~r 

e-Planning :sebagai pcnanggungjawnb tekni1;; e-Planning. 



Pasa15 

Administrator e-Planning selnlgaimana dirnaksud dalam 
Pasal 4 hurufc, btrrl.anggungjawab terhadap: 
1:1.. keberlangsungan, kelancaran, dan keomana.n 

e-Planning; 
h. pemberian informasi terkait perkembangan usulan 

~al:anyangmaaak-dalam~ng;-dan 
c. penangan.an perrnasalahan dan keluhan dari pengguna 

e-Planning. 

Pasa16 

(1) Administrator e-Planning sebagaimana dimaksud dalam 
P11.:sal 4 hu1uf c, dibantu olch Pengelola e-Planning. 

(2) Pengelola e-Planning sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) bertugaa melaksanakan pengo.wo.lo.n dan 
.pen.gaw.a.san. terhadap. keherl~sungall. aplilrasi 
e-Planning. 

Pl Pengelola e-Planning sebagaimana dimaksud pada 
ayat 12), terdiri dari: 
a. pend.amping teknis, yaitu tenaga ahli yang 

berpengalaman di bidang sistem infonnasi dan 
lt:knologi dali BPKP; dan 

b. sub administrator c-Planning, terdiri dari; 
l . koonlinator pe!aksana, yaitu Kepala Bidang pada 

Bappeda; 
2. peiaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada 

Bappeda; dtt.n 
3. operator bidang yaitu stafpada Bap)?E'da. 

Blil§I.Ul .K.edll& 
Pengelolaan e-Pianning 

Paragmf l 
Pengelolaan e-Planni119 pada OPD 

'Pasal 7 

( 11 Pengelolaan e-Planning pada O PD dilaksanakan dengan 
ketentuan: 
1:1.. Kepa)a OPD scbagai penanggungjawab pcngclo1aon 

e-P.l<imningJ 
b. Sekreta.'is OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai 
penanggungjawa·o harian pengelolaan e-Planning; 

c. Kepala Sub Bagian Perencana1111 OPD sebagai 
Adminietr.Har-el'tannuig OPD; 

d. administrator e-Plon.n.ing OPD hP.rtugas melakukan 
koordinasi pengelolami e-Pianning OPD lingkup 
OPD; dan 



e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim11ksud 
pada huruf d, administrator e-Planning OPD dibantu 
.oleb .op.era.tor .e-Elanni.n(J OPD .• 

(2l Operator e-Planning OPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan 
Keputusan Kepala OPD. 

13) Kf!putu.san llepala OPn sehagaiman11 flimaksud pada 
ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda. 

Paragraf2 
Pengelolaan e-Planningpada Kecamatan 

Pasal 8 

{ 1) Pengelolaan aplikasl e-Planning pada Kecamatan 
dilaksanakan dcngan ketentullll: 
a. Cs.mat seba,Bai penanggun,aiawab _pens~lolaan 

e-Planniny: 
b. Sekretaris Camat sebagai penanggungjawab harian 

pengelolaan e-Pian,zing; 
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan atau Kepala Sub 

Bagian lain yang diHMlju.lt selaku AGmmi&t:I'alGr 
Kecainatan; 

d. Administrator Kecrunatan bertugag: 
I. mengkoordinasikan pengelolaan e-Planning 

di lingkup kecamatan dan pekon/kelurahan di 
wilayahnya; 

2. memverifikasl usulan perencanaan basil 
musrcnbeng pekon/kelurahan iiebelum diinput 
dalam aplikasi e-Planning; 

3. menyampirikan basil akhir atas usu.Ian 
MUsrenbang yang diterima dan/atau ditola:k 
oleh O?D kepada masyarakat. 

e. dalam melaksanakan tu~1ya sebagaimana 
dimaksud pada huruf d, administrator K«amatsn 
dapat dibantu oleh operator aplikasi e-Planni.ng, 
yang bertugas: 
l. melakukan input/update/delete usu.Ian 

kegiatan Kecarnatan dahun ap~ .:-Plwmir,g; 
2. melnkubn input/update/delete usulan basil 

musrenbang kecamatan dalam aplikasi e
Planni.ng. 

(2) Operator e-Planning pada Ker...amatan ditunjuk oleh 
Camat melalui Surat Perintah dan disampaikan 
kepada Kepala Bappeda. 



Bagian Ketiga 
Pengguna P.•Planning 

Paragrat 1 
Umum 

Pasal 9 

Pe~giuna e-Planning terdm dari: 
A. Pengguna Internal, yaitu: 

1. Bupati dan WakilBupati Pringsewu; 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu; 
3. Auditor lnspektorat; 
4. ·Of>D (termasuk l:init Pela:ksanan·Teknis); diln 
5. Kecamatan. 

b. Pengguna Ekstemal, terdiri dari: 
1. DPRD Kabupaten Pringsewu; 
2. Lembaga/lnstansi, yang berkepentingan dengan 

aplikasi e-Planning; dan 
3. Masyarakat umum. 

~aragmf 2 
Akses 

Pasal 10 

(1) Penggul'\a intP.mAl sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ·huruf a memperoleh usemame dan pa.ssword 
dari Administrator e-Planning. 

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf b dapat mengakses aplikasi 
e-PlaunirJg ~.tim1:1. 

13) Pengguna ekstemal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf b dapat dapat diberikan usemame dan 
password dari Administrator e-Planntng, dengan 
ketentuan mengajukan izin certulis kepada Bupati 
melalui KepalS1 RS1ppeda Kabupaten Pringsewu. 

Pasal 11 

Dalaro hal pengguna sfotem melanggar ketentuan dan 
mengganggu keamanan sistem e-Planning, Administrator 
e-Planning dapat menghentikan akses yang dimiliki 
pengguna e•Ranning. 



BAB IV 
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN 

Dagian Kesatu 
Tahapan, ,fadwal, dan Persyaratan 

Pengusulan Kegiatan 

Pai-agraf 1 
Tahapan 

Pa.sal 1:.! 

Tahapan e-Planning terdiri dari: 
a. Input ~p.1Mf>•Kabupaten .Pringsewu; 

b. Input Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; 
c. Input Mu:srenbang Keca.inatan; 
d. Input Rencana Kerja. (Renja) P(!rangka.t Daerah; 
e. Input Forum Gabungan/Desk Pra Musrenbang; 
f. Input Musrenbang Kabupaten; 
g. Input RKPD; dan 
h. Input KUA PPAS. 

-Paragraf 2-
Jadwal 

Pasal 13 

Jadwal _pe~gusulan ke_giatan di)ak30nakan melalui e
Planning mengikut.i tahapan penyusunan RKPD 
Kabupaten Pringse\11,u yang telah ditetapkan. 

Paragraf3 
Persyaratan t'engusulan Kegiatan 

Pasal 14 

Persyaratan pengusu\an keplan melalui e-Pla.ntur19 
dilaksanalmn dengan ketentuan: 
a. pen$Usulan ke.i;iatan yang berasal dari OPD dilen_gkapi 

dengan: 
1. Surat pengantar dari Kepala OPD; 
2. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra 

RKAI; 
b. pengusulan kegiatan yang ·berupa hit>ah dan bantuan 

soslal harus dilengkapi calon penerima dan calon 
lokasi dan mengacu pada ketentuen yang 1P.rb1 ku. 

Pasal 15 

(1) Kepala OPD bertanggungjawab tcrhadap u.sulan 
kegiatan yang disanipaikan mefalui e-Planning sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 



(2) Pengguna ekstemal bertanggungjawab terhadap 
pcngusulan kcgiatan yang disam.paikan melalui e
Planmng. .sesuai .per.sy.aratao .dan .pm-.edur ~ 
berlaku. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Pengusulan Kegiatan 

Paeal,1-<ii 

OPD melakukan proses Pengusulan kegiatan melalui 
e-Plwtni119 dengan tahapan scbagai berikut: 
a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari basil 

.Mu-.bang -~ 0ar.l l!f!WQR pengguRQ 

eksternal; 
b. melakukan input usu)an Renja awal, terdiri dari: 

1. usulan kegiatan 0PD; dan 
2. usulan penggunaekstemal; 

c. menyel!ilHskan usulai.1. Renja awal dengan isu stratcgis 
dalam Renstra OPD, dan RPJMD; clan 

d. menyampaikan usub1n Renja awal menjadi rancangan 
Renja. 

Pasal 17 

(ll Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok plkiran 
DPRD diinput ke dalam e-Plannirig menggunakan 
usemame dHn password Sekretariat DPRD, mengikuti 
tanapan aan proses musre-nbang. 

(21 Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud 
padoll i,,.y,l1l Ill harus disertai identitas pcnguaul yang 
jelas. 

Bagian Ketiga 
Verifikasi Usulan Kegiatan 

Pasal 18 

( l) Veriftkasi usulan kegiatan dilakukan untuk: 
a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai 

tleugan kelengkapan administrasi kcgiatan; 

b. menyelaraskan usulan Renja Pcrangkat Dnemh 
den~n nmr.l!nR program prioritas, target sasaran 
dan target program dalam RKPD dan RPJMD; dan 

c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat 
Daerah dan usulan kegiatan eksternal. 

(2) Verifikasi u1mlan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi e-Planning. 



Paaal 19 

Verifikasi usu1an k~giatan <tilakSanakan dalam 4 (empatJ 
tahap, =\J~ berikut: 
a. Tahap kesatu, yaitu tahap \'erir.i.kJl.Si terhada.p usulan 

Musrenbang Pekon/.Kelurahan o)eh Kecamatan, untuk 
menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, 
.nomenkaltn-c, .dan .OPD aasaran, .ser.ta her.dasaxkan. 
prioritas kecamatan; 

b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan 
basil Musrenbang Kecamatan oleh OPD untuk 1nenguji 
ketepntan ueulan dengan no~nklatur, tingkat 
kebutumm. skala ·prioritas, 1:ingkat lrerusa:kan, 
kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan 
serta interkoneksitas dengan indikator yang te1ah 
ditetapkan, 

c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifika~i lei:hadap uaulan 
kcgiahln pada tahapan pra Musrenbang/Forum 
Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan 

d. Tahap keempat, yaitu tahap VP.rifikasi terhadap usu1an 
kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja 
.dan/a.ta.u. tabapan .pa.sea Musrenbang Kabupa.ten 
untuk melihat kesesuaian usulan den~aJ:1 RPJMD. 

Pasal 20 

K~pala Bid~g pada Bappeda melaporkan secara periodik 
basil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam 
e-Plannuiy OPD yang berada dibawah koordinasinya, 
kepada Kepala Bappeda mP-lalui Sekretaris Bappeda. 

Paeal2l 

Hasil veliftkasi usulan kegiatan pi:t.dii ~tiap tahapa11. 
perenconruui menjadi masukan pada penyusunan 
dokumen RKPD. Perubahan RKPD, Renja OPD, 
KU~/PPAS. sam.J)Ai .Pen1baban .Kll~PPAS. 

BABV 
PENGENDAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 22 

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pengelolaan e-Planning, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



BAB VI 
PENUTUP 

Pasa123 

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar· setiap -orang· -mengetahumya:; n.cmer:ittl:ahkan 
pengundangan Pcraturan Bupati uu dengan 
penempatannya daJam Be1·i~ D<'l.erah Kabupaten 
Prlng.Y.W11 . 

Diundangkan di Prlngsewu 
pada tanggal 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 

B UPA1'T PRINOBEWU, 

dto 

SUJADJ 

-SEiKRETAfflS DAERA:H ·KABUPA'l'·EN ·PRl-NG-5-E·W-tJ·, 

llto 

A. BUDIMAN PM 

SERITA DAERAH KA.BU PATEN PRJNGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasi.litasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Prinpewu : http:/ /jdih.prinpewukab.gQ.id/ 
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